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Abstract 
 This study aims to determine the 
construction of the implementation of 
the grant and will among people in 
Bone regency, to know how the form of 
grants and wills, strategies communities 
in the implementation of the grant and 
the will and the reason people districts 
Bone is using grants and wills in the 
division of inheritance compared with 
the Islamic inheritance system in Bone 
regency. The results showed that 
Form grants and testament in the 
District public Bone is rather the form 
of grants that are written but there is 
also using oral, that will, bone people 
tend to use the oral form of the posts. 
Community strategies at the time of 
grant and will bring the grantee or 
recipient of his testament and presented 
witnesses who truly believed at the time 
when the Islamic marriage contract and 
grant deed or a will. The grant can be 
directly given by penghibah and will 
also be directly awarded regardless wait 
until pewasiat died. 
Kata Kunci : Hibah, Wasiat,  
Pendahuluan 
Dalam sejarah perkembangan 
kehidupan manusia tidak seorang pun 
yang dapat hidup menyendiri, terpisah 
dari kelompok manusia lain kecuali 
dalam keadaan terpaksa dan itu pun 
hanyalah untuk sementara waktu. 
Manusia sebagai individu 
(perseorangan) mempunyai kehidupan 
jiwa yang menyendiri namun sebagai 
makhluk sosial, manusia tidak dapat 
dipisahkan dari masyarakat. Manusia 
lahir, hidup, berkembang dan 
meninggal dunia di dalam masyarakat. 
Manusia merupakan makhluk 
sosial yang tidak dapat hidup sendiri 
tanpa bantuan orang lain. Walaupun 
dalam kenyataannya manusia hidup 
individual dikarenakan urusan dan 
kesibukan mereka masing-masing, tetap 
menjadi kodrat manusia sebagai 
makhluk sosial. Sehingga di dalam 
kehidupan bermasyarakat manusia 
selalu saling membutuhkan antara satu 
dengan yang lain.  
Hal ini merupakan gejala yang 
universal dan berlaku secara kekal 
dalam arti berlaku bagi segala bangsa 
dan sepanjang masa sebagai suatu 
gejala kehidupan yang umum dan 
mutlak. Manusia sebagai makhluk 
sosial dikodratkan untuk hidup bersama 
dengan sesamanya atau dengan 
masyarakat lainnya, karena manusia 
tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan 
orang lain untuk memenuhi kebutuhan 
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hidupnya. Oleh karena itu, manusia 
harus hidup bermasyarakat. 
Di dalam menjalin hubungan 
antara sesama manusia yang satu 
dengan yang lain, terkadang masing-
masing pihak ingin mempertahankan 
kepentingan yang berbeda, sehingga 
terkadang menimbulkan perselisihan 
diantara mareka. Untuk menghindari 
hal tersebut, mereka membuat 
ketentuan atau kaidah hukum yang 
harus ditaati dan dipatuhi oleh semua 
anggota masyarakat. Dengan 
terwujudnya norma-norma tersebut 
mareka memiliki pegangan menetapkan 
perbuatan apa saja yang boleh atau 
tidak boleh dilakukan, termasuk aturan-
aturan yang berkaitan dengan harta 
benda sehingga terciptalah ketertiban 
dalam masyarakat. 
Dalam kehidupan sehari-hari, 
manusia tidak lepas dari kecintaan 
terhadap harta sebagai motivasi hajat 
hidupnya di dunia. Islam sebagai agama 
yang mutlak akan memperbolehkan 
manusia untuk mencari dan 
memperoleh harta benda sebanyak-
banyaknya dengan cara yang baik dan 
tidak bertentangan dengan aturan yang 
ada. Perolehan harta tersebut dapat 
terjadi dengan suatu bentuk aqad atau 
perjanjian pemindahan milik dari 
seseorang kepada orang lain, termasuk 
masalah hibah dan wasiat. 
Hibah dan wasiat merupakan 
salah satu aspek yang diatur dalam 
sistem hukum nasional, baik dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
maupun dalam Kompilasi Hukum 
Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan dalam kedua materi hukum 
tersebut, hibah dan wasiat merupakan 
aspek yang diatur di dalamnya. Namun 
demikian, hibah berbeda dengan wasiat, 
karena hibah merupakan suatu transaksi 
tanpa mengharap imbalan dan 
dilakukan ketika pemberi hibah masih 
hidup dan berlaku sejak yang 
bersangkutan menunaikan hibahnya. 
Sedangkan wasiat sebagai salah satu 
jalan pemilikan terhadap benda yang 
disandarkan kepada sesudah 
meninggalnya si pewasiat dengan jalan 
tabarru’ (baca; kebaikan tanpa 
imbalan). Wasiat berlaku setelah 
pemberi wasiat meninggal dunia. 
Dengan demikian, wasiat adalah suatu 
bentuk perjanjian yang pelaksanaannya 
boleh ditangguhkan, berbeda dengan 
hibah, di mana pemberlakuannya sejak 
terjadinya transaksi. 
Memperhatikan kondisi tersebut, 
maka banyak orang tua di Kabupaten 
Bone yang memiliki inisiatif untuk 
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melakukan pembagian terlebih dahulu 
terhadap harta kekayaan yang dimiliki 
kepada keluarganya, baik melalui 
institusi hibah maupun wasiat. 
Pembagian ini dilakukan dengan alasan 
untuk menghindari perpecahan di antara 
keluarganya berkenaan dengan 
pembagian harta warisan sekaligus 
mewujudkan rasa keadilan terhadap 
pembagian harta kekayaannya. 
Pengaturan harta dalam pembagian 
harta melalui hibah dan wasiat ini 
dilakukan terhadap keseluruhan atau 
sebagian besar harta kekayaannnya, jika 
ada yang tersisa hanya sebagian kecil 
saja yang akan dibagi berdasarkan 
sistem kewarisan dalam Islam.  
Mengingat sering terjadi dalam 
masyarakat tindakan perorangan yang 
cenderung ingin mendapatkan bagian 
yang sebanyak-banyaknya dari harta 
warisan tanpa memperdulikan 
kepentingan orang lain yang seharusnya 
mendapat bagian sebagaimana 
mestinya. Syari’at Islam dalam 
pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, 
dan termasuk wasiat sangat 
mengutamakan kedudukan yang 
seimbang diantara mareka, sehingga 
tidak ada yang dikurangi haknya 
ataupun ditambah tanpa memperhatikan 
kemaslahatan kepada semua pihak di 
dalam keluarga orang yang meninggal 
itu. 
Sehubungan dengan itu, dalam 
pembinaan hukum kewarisan Islam 
berdasarkan azas-azasnya, maka hibah 
dan wasiat perlu dipertimbangkan 
karena dapat memberikan kesejahteraan 
hidup dalam keluarga, sehingga tidak 
terjadi perpecahan yang berkelanjutan. 
Pembagian harta warisan dalam Islam 
tidak hanya ditujukan kepada seseorang 
tertentu dalam keluarga tanpa memberi 
kepada anggota keluarga yang lain, 
tetapi juga menyangkut hak-hak orang 
lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat 
dan hibah yang ada dalam syaria’at 
Islam perlu dilestarikan keberadaannya 
dengan pelaksanaan yang sebaik-
baiknya demi terwujudnya 
kemaslahatan anggota keluarga si 
pewaris dalam hidup bermasyarakat. 
Di Kabupaten Bone misalnya, 
pelaksanaan hibah dan wasiat terkadang 
dianggap sebagai peralihan harta 
pewaris kepada ahli warisnya. Kondisi 
demikian terjadi karena masyarakat 
tidak memahami secara jelas, antara 
peralihan harta melalui sistem 
pewarisan dengan sistem hibah dan 
wasiat. Hal ini terbukti, kasus yang 
masuk di pengadilan agama tentang 
permohonan pembagian harta warisan 
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sangat minim, dan jalur ini baru 
ditempuh kalau terjadi perselisihan 
antara para ahli warisnya. Keadaan ini 
terjadi dalam masyarakat Bugis Bone 
yang memiliki pemahaman terbatas 
tentang masalah hibah dan wasiat. 
Mereka memahami waris, hibah dan 
wasiat itu sama kedudukannya. Maka 
tidak salah ketika para ahli waris ada 
yang mendapatkan bagian yang banyak 
karena mendapat wasiat berupa hibah 
dari pewarisnya. Hal tersebut dianggap 
sebagai kesakralan, ketika ada pesan 
pewaris (wasiat) namun tidak 
dilaksanakan, sehingga keadaan ini 
menjadi sebuah pantangan untuk tidak 
menjalankannya. Pada hal jelas, bahwa 
ketentuan antara hibah dan wasiat 
mempunyai batasan maksimal dalam 
penyalurannya yakni 1/3, sebagaimana 
dalam hadis Rasulullah sebagai berikut: 
 َّیِرَكَز ُنْب ُمِساَقْلا ِيَنثَّدَح و ُنْب ُنْیَسُح َاَنثَّدَح َءا
 ْنَع ٍرْیَمُع ِنْب ِكِلَمْلا ِدْبَع ْنَع ََةدِئاَز ْنَع ٍّيِلَع
نْب َِبعْصُم  ِھِیَبأ ْنَع ٍدْعَس  ُِّيبَّنلا ِيَنداَع َلَاق
 ِھ ُِّلك يِلاَمِب يِصُوأ ُتُْلَقف َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ๡ا ىَّلَص
 َلَاق ُفِّْصنلَاف ُتُْلق َلا َلَاق َلَاَقف ُِثلُّثلِاَبأ ُتُْلَقف َلا
 ٌرِیثَك ُُثلُّثلاَو ْمَعَن  )ملسم هاور(  
Artinya: Dan telah menceritakan 
kepadaku Al Qasim bin Zakaria telah 
menceritakan kepada kami Husain bin 
Ali dari Zaidah dari Abdul Malik bin 
'Umair dari Mush'ab bin Sa'd dari 
Ayahnya dia berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam datang menjengukku, 
maka saya pun berkata, "Saya telah 
mewasiatkan hartaku semuanya." 
Beliau bersabda: "Jangan." Saya 
berkata lagi, "Bagaimana jika 
setengahnya?" beliau bersabda: 
"Jangan." Saya berkata lagi, 
"Bagaimana jika sepertiganya?" beliau 
menjawab: "Ya, tidak mengapa. 
Sepertiga itu sudah banyak." 
Perilaku masyarakat Bugis Bone 
dalam peralihan hartanya kepada ahli 
warisnya masih mayoritas melalui jalur 
hibah dan wasiat. Namun ketentuan 
dalam penyaluran hibah dan wasiat 
tidak sesuai dengan kadar ukuran yang 
telah ditetapkan oleh nāsh dan 
konstitusi yang berlaku, sehingga 
pelaksanaan hibah dan wasiat dianggap 
tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Padahal, wasiat merupakan 
bentuk kewajiban bagi manusia untuk 
berpesan (berwasiat) ketika tanda-tanda 
kematian sudah kelihatan. 
Olehnya itu, berangkat dari 
kondisi demikian, penulis akan 
berusaha mengungkap lebih jauh 
tentang pelaksanaan hibah dan wasiat di 
Kabupaten Bone. Kasus ini dianggap 
urgen dan menarik untuk ditelaah lebih 
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komprehensif, demi melihat pandangan 
serta paham masyarakat tentang hibah 
dan wasiat. Selain itu, membuka kerang 
hibah dan wasiat yang sesuai ketentuan 
naş dan konstitusi, agar hibah dan 
wasiat berjalan pada koordinat yang 
dikehendaki oleh Syariat Islam. 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat, sehingga 
diperoleh data yang jelas dan teknik 
pengumpulan data yang bersifat 
wawancara dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan Usūl al-Fiqh, 
yakni dengan menilai realita yang 
terjadi dalam masyarakat, sesuai atau 
tidaknya ketentuan masyarakat tersebut 
dalam pandangan hukum Islam. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bentuk Pelaksanaan Hibah dan 
Wasiat di Kalangan Masyarakat 
Kabupaten Bone 
Hibah dan wasiat merupakan dua 
instrumen penting dalam perancangan 
harta menurut undang-undang Islam. 
Hibah ialah pemberian harta yang 
berlaku semasa hidup pemberi hibah, 
sedangkan wasiat ialah pemberian harta 
yang berlaku selepas kematian 
pewasiat. Kedua instrumen ini 
digalakkan dalam Islam, di mana 
sekiranya ia dilakukan dengan betul dan 
selaras dengan kehendak syara’, maka 
ia boleh meminimalisir pertikaian dan 
perebutan harta. Melalui hibah dan 
wasiat juga dapat membantu kaum 
kerabat yang memerlukan bantuan. 
Terdapat tanggapan bahwa dengan 
melakukan hibah dan wasiat maka dia 
telah menyalahi ketepatan hukum 
farāid. Tanggapan ini tidak tepat kerana 
kedua instrumen ini juga sebenarnya 
diberi fokus dan tempatnya yang 
tersendiri di dalam Islam. 
Hibah dapat dikatakan sebagai 
sarana untuk memupuk tali/ikatan 
pergaulan atau persaudaraan sesama 
umat manusia. Hibah memiliki fungsi 
sosial, yaitu mempererat tali 
silarurahmi, yang dapat diberikan 
kepada siapa saja tanpa memandang 
ras, agama, kulit dan lain-lain. Hibah ini 
dapat dijadikan sebagai solusi dalam 
permasalahan warisan. Keadaan 
demikan itu, tidak selaras dengan 
maksud dari hibah yang sesungguhnya 
dan juga mengakibatkan kesan kurang 
baik untuk masyarakat. 
Dalam hukum adat, wasiat adalah 
pemberian yang dilaksanakan oleh 
seorang kepada ahli warisnya atau 
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orang tertentu yang pelaksanaannya 
dilakukan setelah orang yang 
menyatakan wasiat itu meninggal. 
Wasiat dibuat karena berbagai alasan 
yang biasanya adalah untuk 
menghindarkan persengketaan, 
perwujudan rasa kasih sayang dari 
orang yang menyatakan wasiat. 
Pernyataan wasiat terkadang 
disampaikan ketika akan melaksanakan 
haji, atau yang bersangkutan 
memperkirakan ajalnya sudah dekat, 
tetapi sesama hidupnya ada sesuatu 
yang ingin diwasiatkan. Orang yang 
menyatakan wasiat dapat mencabut 
kembali wasiat yang dinyatakan itu atau 
yang telah diikrarkan, sebelum 
meninggal dunia, kalau sudah 
meninggal dunia dan diwasiatkan tidak 
pernah dicabut atau dibatalkan. tetapi 
tidak dicabut sampai orang yang 
menyatakan wasiat itu meninggal dunia, 
maka para ahli waris harus 
menghormati wasiat itu. Pelaksanaan 
wasiat dalam hukum adat tidak perlu 
dilakukan di hadapan notaris, tetapi 
cukup diucapkan secara lisan di 
hadapan keluarga atau ahli waris yang 
hadir pada waktu pernyataan wasiat 
dilaksanakan.  
Hibah dalam pandangan 
masyarakat Bone adalah pemberian 
kepada seseorang sebagai bentuk 
penghargaan atau kedekatannya dengan 
seseorang, baik itu tergolong ahli waris 
atau sanak saudara dan status 
kepemilikan hartanya terjadi pada saat 
ijab qabul. Sedangkan wasiat adalah 
pemberian kepada seseorang yang 
dianggap berjasa kepada pemilik harta, 
dan status kepemilikannya akan beralih 
setelah pemberia wasiat meningga 
dunia. 
Pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Kabupaten Bone 
dilakukan sebagai salah salah satu 
bentuk peralihan harta dari pewaris ke 
ahli warisnya. Hal ini menjadi hak 
progratif pemilik harta untuk 
memberikan hak miliknya kepada orang 
lain yang dianggap memiliki peran 
dalam membantu atau dianggap berjasa, 
sehingga sebagai ucapan terimah 
kasihnya adalah memberikan sesuatu 
miliknya. Dari hasil penelitian penulis 
terkait dengan bentuk-bentuk 
pelaksanaan hibah dan wasiat 
masyarakat Kabupaten Bone yaitu :  
1) Bentuk lisan, bentuk hibah 
secara lisan dalam kalangan masyarakat 
Bugis Bone dalam bentuk ucapan 
menunjukkan hibah, maka dipandang 
sudah sah setelah adanya pernyataan 
hibah. Contohnya perkataan yang dapat 
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dinilai sebagai penyataan hibah antara 
lain “alani yarrow bolae muparaki’wi” 
sekalipun dalam kalimat tersebut tidak 
terdengar kata hibah tetapi jelas 
maksudnya adalah hibah karena 
memberikan haknya untuk mengurusi 
rumah tersebut, artinya hak mengurusi 
dimaknai hak miliknya. Bentuk lisan 
dalam pelaksanaan wasiat biasanya 
dilakukan dengan kata-kata bahwa 
“baja sangadie narekko mateka tawamu 
yaro bolae”. 
Dalam hal lain bentuk 
pelakasanaan hibah dan wasiat dalam 
pemberian tanah digambarkan 
masyarakat Bone bahwa; bentuk 
pelaksanaan hibah dan wasiat biasa 
dilakukan oleh kalangan bugis Bone 
dalam peralihan harta contoh dalam 
bentuk pelaksanaan hibah secara lisan 
seperti “arow dare’e  muala, lokkano 
muwelei mutanengi sikola”. Biasanya 
dalam bentuk wasiat dikatakan 
“narekko narapi rapiku, iyyarow dare’ 
sikolae muala muakkinanrengi”. 
Praktek pelaksanaan hibah dan 
wasiat masyarakat Kabupeten Bone 
dilakukan secara lisan dengan 
menggunakan kata khiasan dalam 
peralihan hartanya. Penggunaan kata 
khiasan merupakan adat, karena dalam 
pemberiannya menunjukkan khiasan. 
Selain itu, bentuk pelaksanaan peralihan 
dengan hibah dan wasiat cukup mudah 
dilakukan tanpa ada ungkapan ijab 
qabul secara konteksnya, namun makna 
ungkapannya mengindikasikan ijab 
qabul, sehingga pelaksanaan hibah dan 
wasiat dikalangan masyarakat 
Kabupaten Bone salah satunya 
dilakukan secara lisan dalam bentuk 
ungkapan khiasan kepemilikan. 
Dalam hal wasiat di Kabupaten 
Bone bukan hanya persolan materi, 
dalam aspek non materi juga ada, 
diantaranya, wasiat yang terjadi pada 
seorang Ibu Hj. Watia beliau berwasiat 
kepada seorang anaknya bahwa bila dia 
meninggal ia ingin dikubur dekat 
makam suaminya, tujuannya ia ingin 
dekat terus sama suaminya dan suapaya 
anak-anaknya tidak repot lagi kalau 
suatu waktu ingin berziarah ke makam 
mereka. (Marwah, 2016) 
Bentuk wasiat seperti itu, sering 
terjadi di kalangan masyarakat 
Kabupaten Bone. Yang merupakan 
amanah kepada ahli warisnya untuk 
memakamkan yang berdekatan dengan 
makam suaminya. Hal demikian 
dianggap sebagai hal wajar, selama 
bentuk wasiat seseorang tidak tergolong 
wasiat untuk melakukan kejahatan. 
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2) Bentuk Tertulis, pelaksanaan 
hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Bone dalam praktek 
peralihan juga dilakukan secara tertulis. 
Biasanya dalam bentuk tertulis disini 
yang bersangkutan  datang ke kantor 
desa untuk membuat akta wasiat dan 
hibah sebagai bentuk legalitas, selain 
itu terkadang juga langsung ke kantor 
Notaris untuk pembuatan akta hibah 
dan wasiat. Namun, pemberian hibah 
dan wasiat dalam bentuk tulisan 
dilakukan oleh orang-orang tertentu 
saja, biasanya dilakukan oleh orang 
berpendidikan yang banyak tahu 
tentang ketentuan peralihan harta, hal 
ini dilakukan untuk membuktikan 
legalitasnya dan menghindari 
perselisihan. 
Hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Kabupeten Bone dilakukan 
dalam bentuk tertulis, dilakukan untuk 
menghindari perselisihan dikemudian 
hari, (mallellung: bugis). Sehingga 
legalitasnya dibuatkan akta hibah 
sebagi wujud pembuktian akan 
peralihan harta tersebut. 
Keadaan demikian dilakukan oleh 
masyarakat Kabupeten  Bone dalam 
meningkatkan tingkat legalitas tentang 
hibah dan wasiat,  Keadaan ini 
dilakukan bagi mereka yang tergolong 
berpendidikan dan banyak tahu tentang 
konsekuensi yang bisa terjadi akibat 
tidak adanya legalitas. 
Strategi Pelaksanaan Hibah dan 
Wasiat di Kalangan Masyarakat 
Kabupaten Bone 
Perpindahan hak milik dalam 
pandangan hukum Islam bisa dilakukan 
dengan jalan hibah dan wasiat. 
Menghibahkan dan mewasiatkan suatu 
benda berarti keluarlah sesuatu itu dari 
milik wahib (yang menghibahkan) dan 
berpindah ke dalam milik mawhub lah 
(yang menerima hibah). Dalam Islam, 
seseorang dianjurkan untuk suka 
memberi, Sekurangnya ada du hal yang 
henda dicapai oleh hibah dan wasiat. Di 
Bone dalam pelaksanaan hibah dan 
wasiat hanya didasarkan atas dasar 
kepercayaan, jadi salah satu strategi 
yang digunakan masyarakat Bone 
dalam pelaksanaan hibah dan wasiat 
adalah menanamkan rasa kepercayaan. 
Hal demikian diungkapkan oleh 
masyarakat Bone bahwa “peralihan 
hibah dan wasiat yang kami lakukan 
hanya berdasarkan kekeluargaan, hal ini 
sudah menjadi turun temurun dalam 
melakukan praktek pemberian dan 
berwasiat”. Tujuan pelaksanaan hibah 
dan wasiat di Kabupaten Bone adalah 
jalan untuk menjalin komunikasi/ 
silaturahmi dengan sasama serta 
PELAKSANAAN HIBAH DAN WASIAT DIKALANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE  | 269 
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2 
dijadikan sebagai jalan untuk 
memberikan imbalan kepada pihak 
yang dianggap berjasa.  
1. Mempererat hubungan silaturahmi 
Aspek kepercayaan dilakukan 
dalam praktek hibah dan wasiat di 
Kabupaten Bone, dalam hal strategi 
pelaksanaannya, selalu dilakukan 
dengan sistem terbuka maupun tertutup. 
Tergantung situasi dan kondisi yang 
menghendakinya, dalam prinsip 
masyarakat Bone dalam hibah dan 
wasiat sebagaimana diungkapkan oleh 
masyarakat bahwa “hibah dan wasiat 
dijadikan sebagai jalan dalam 
mempererat hubungan silaturahmi antra 
sesama. Ada beberapa hal yang 
menghendaki kami melakukan hibah 
dan wasiat yakni dengan hibah dan 
wasiat akan tercipta saling memberi, 
maka akan menimbulkan suasana akrab 
dan kasih sayang antar sesama dengan 
begitu akan mepererat hubungan 
silaturahmi”. 
Praktek hibah dan wasiat 
khususnya di Kabupaten Bone ini, lebih 
banyak praktek hibah dan wasiat bagi 
kerabat yang telah berjasa. Seperti 
penuturan dari bapak H. Tahir bahwa 
“saya menghibahkan tanah saya kepada 
anak saudara saya yang tidak punya 
sama sekali harta yang bisa 
menghidupinya dan saya hanya 
mengucapkan secara lisan di depan 
kedua saudara saya, tetapi setelah saya 
mengetahui bahwa harus dibuatkan akta 
hibah maka saya pun membuatnya 
karena yang saya takutkan apabila 
dikemudian hari, anak-anak saya ingin 
mengambil kembali harta yang telah 
saya hibahkan itu”. 
2. Sebagai Imbalan Pihak Berjasa 
Salah satu praktek hibah yang ada 
di Kabupaten Bone, seorang bapak 
yang bernama H. Ilyas yang tinggal di 
Kel. Macege mengatakan bahwa “saya 
menghibahkan motor saya kepada salah 
satu anak saya karena selain memang 
dia yang paling akrab diantara semua 
anak saya dan memang selama ini 
hanya dia yang tidak mempunyai 
sebuah motor dimana dia sangat 
membutuhkan motor itu. Oleh karena 
itu, saya mengucapkan bahwa “saya 
menghibahkan motor ini kepada kamu 
untuk kamu pakai keperluan sehari-
hari” dan anak saya menerima 
pemberian saya itu dengan senang hati. 
Tetapi saya belum membuatkan akta 
hibah karena menurut pendapat saya 
diantara anak saya tidak ada yang akan 
mempersoalkan motor itu, namun salah 
seorang diantara anak saya yang 
menyampaikan bahwa hanya diucapkan 
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tidak akan kuat tanpa ada saksi yang 
menyaksikannya, maka sayapun 
mengulang ucapan atau ijab saya itu 
dengan disaksikan oleh dua orang saksi 
yang merupakan paman saya”. (Ilyas, 
2016) 
Praktek hibah di atas menjelaskan 
bahwa bisa memberi apapun itu yang 
penting yang bisa berguna kepada orang 
yang kita telah hibahkan harta kita dan 
tanpa mengharap balasan apapun juga. 
Salah satu praktek wasiat yang 
ada di Kabupaten Bone yaitu bapak 
H.Nurdin menyatakan bahwa saya telah 
mewasiatkan kepada putri sahabat saya, 
yang saya berutang budi kepada sahabat 
saya tersebut tetapi karena sahabat saya 
itu telah meninggal dunia maka yang 
saya berikan harta adalah putrinya, saya 
wasiatkan  sebuah rumah karena 
diantara dia bersaudara dia yang sangat 
mencolok kekurangan dari segi materi 
dan telah saya buatkan akta di depan 
notaris karena yang saya takutkan 
pertengkaran diantara ahli waris saya. 
(Tahir, 2016)  
Praktek wasiat di atas 
menjelaskan bahwa demi kepentingan 
yang berwasiat, yang menerima wasiat 
dan ahli waris, maka strategi yang 
sacara subtansial dalam pelaksanaan 
hibah dan wasiat adalah : 
1) Kepercayaan dan Kejujuran 
Kepercayaan dan kejujuran 
adalah modal besar dalam segala aspek 
transaksi, termasuk dalam hal 
pelaksanaan hibah dan wasiat ini di 
Kabupaten Bone. Pelakasanaan hibah 
dikalangan masyarakat Bugis Bone 
menerapkan hal demikian, karena 
bentuk pelaksanaan hibah maupun 
wasiat lebih banyak bersifat lisan 
dibandingkan dengan tertulis. Olehnya 
itu, modal kepercayaan harus dijadikan 
sebagai amanah yang besar. Hal ini 
diungkapkan oleh masyarakat Bone 
bahwa dalam pelaksanaan hibah dan 
wasiat di kalangan masyarakat Bone 
dilakukan dengan sistem kepercyaan, 
misalnya ketika penerima hibah dan 
wasiat diberikan sesuatu dalam bentuk 
barang atau hak, maka seyogyanya 
mengatakan sebagaimana mestinya, 
tidak melebih-lebihkan dari keadaan 
sebenarnya, sehingga budaya hibah dan 
wasiat dilakukan secara lisan 
merupakan modal kepercayaan dan 
kejujuran. Contoh, penghibah atau 
pewasiat memberikan sebidang tanah 
untuk digarap maka penerima hibah 
akan mengelolaahnya sesuai dengan 
porsi yang diberikan, olehnya itu, 
pelaksanaan hibah dan wasiatseperti ini 
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telah menjadi kebiasaan dikalangan 
masyarakat Bugis Bone. (Tahir, 2016) 
Penjelasan demikian memberikan 
pemahaman bahwa, kalangan 
masyarakat Bugis Bone dalam 
melakukan transaksi hibah dan wasiat 
dilakukan dengan bentuk lisan karena 
alasan kepercayaan dan kejujuran dari 
kedua belak pihak. Sehingga tidak salah 
dikatakan jikalau presentase 
pelaksanaan hibah dan wasiat di 
Kabupaten Bone mayoritas dilakukan 
secara lisan. 
2) Transparansi 
Bagian yang tidak terpisahkan 
dari pelaksanaan hibah dan wasiat di 
Kabupaten Bone adalah transparasi. 
Wujud trasparansi ini menjadi salah 
satu strategi dalam pelaksanaan hibah 
dan wasiat di kalangan masyarakat 
Kabupaten Bone. Transparasi yang 
dimaksud di sini diungkapkan bahwa 
“dalam kiat-kiat pelaksanaan hibah dan 
wasiat di kalangan Bugis Bone adalah 
transparan, maksud dari kata transparan 
di sini adalah menyatakan apa adanya, 
tidak menyembunyikan kejadian yang 
sebenarnyam, jadi misalnya ketika 
dalam pemberian berupa hibah maka 
disampaikan bahwa ini pemberian 
untuk kau ambil dan nikmati, kalau 
dalam bentuk hibah disampaikan secara 
rinci bahwa “kelak nanti kalau saya 
sudah tiada barang/benda ini menjadi 
milikmu” atau dalam bahasa bugisnya 
“appunangi mui matu iyyae 
warangparange nerekko matena”. 
Bentuk transparansi yang dimaksud 
adalah tepat pada objeknya, contoh, 
pemberian berupa barang maka secara 
jelas dikatakan bahwa barang itu 
milikmu dan nikmatilah misalnya 
“engkarow galung muakkaresongi” 
makna kata akkareso bahwa 
kerjakan/garaplah untuk kamu jadikan 
sebagai mata pencaharian. Selain itu, 
bentuk transaparansi yang dilakukan 
disampaikan kepada pihak lain bahwa; 
“engkatu galaung walangi galung 
pulang, baja sangadie nakko mateka 
nappunangi galunge” artinya bahwa 
penyampaian kepada pihak lain tersebut 
tidak ada lagi boleh menggugat karena 
itu wasiat yang diberikan kepada pulang 
pemeriksaan wasiat. (Tahir, 2016) 
Kiat dalam pelaksanaan hibah dan 
wasiat dikalangan masyarakat Bugis 
Bone cukup idealis, ungkapan secara 
lisan bisa dijadikan dasar bahwa apakah 
pemberian tersebut berindikasi hibah 
ataukah wasiat. Penekanannya terletak 
pada “setelahnya”, contohnya “alani 
iyyae galunge” artinya itu hibah, kalau 
berkata “baja sangadie nerekko mateka 
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tawamu iyyae tanae”, maka 
dikategorikan sebagai wasiat. Inilah 
keunikan dalam bentuk transparansi 
pelaksanaan hibah dan wasiat di 
kalangan masyarakat Bugis Bone. 
3) Musyawarah Mufakat 
Musyawarah adalah jalan 
dijadikan masyarakat Bugis Bone 
dalam pelaksanaan hibah dan wasiat. 
Kiat ini dijadikan sebagai jalan 
mencapai suatu ungkapan mufakat 
dalam sanak family dalam hibah dan 
wasiat. Masyarakat Bugis Bone 
mengatakan bahwa “dalam pelaksanaan 
hibah dan wasiat dilakukan dengan 
jalan musyawarah, hal ini dilakukan 
untuk menghindari perselisihan dari 
pihak-pihak pewaris nantinya, biasanya 
ini dilakukan oleh pemberi hibah dan 
wasiat dengan cara mengumpulkan 
sanak family dan kemudian 
menyampaikan bahwa “engakatu 
galung walangi pulang” itu bentuk 
hibah, kalau wasiat “engkatu galung 
upappunangi pulang, baja sangadie 
narekko mateka ajjana gaga mettuntu”. 
Ungkapan demikian mengindikasikan 
bahwa tanah tersebut milik pulang, 
sehingga penekanannya terletak pada 
“Ajjana gaga mattuntu”, artinya jangan 
ada perselisihan karena sudah saya 
wasiatkan kepadanya”. (Abidin, 2016) 
Pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan Bugis Bone didasarkan pada 
prinsip musyawarah dalam sistem hibah 
dan wasiat. 
Berangkat dari keseluruhan 
penjelasan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Kabupaten Bone 
dilakukan dengan strategi kepercayaan, 
kejujuran, transparansi dan musyawarah 
untuk mufakat.  
Alasan Masyarakat Kabupaten Bone 
Cenderung Menggunakan Hibah dan 
Wasiat dalam Pembagian Harta 
Warisan dibanding Melalui Sistem 
Kewarisan Islam  
Islam merupakan agama yang 
mengajarkan umatnya agar selalu 
bermusayawarah dalam melakukan 
akad. Islam sangat mencintai 
perdamaian antara sesama manusia dan 
mengindari perselisihan diantara 
mereka. Hal ini, mengindikasikan 
bahwa Islam adalah agama yang damai. 
Dalam sebuah seminar simposiun 
dikatakan bahwa “Islam itu mudah tapi 
tidak mempermudah” bentuk ungkapan 
demikian menjelaskan bahwa Islam 
sangat mencintai perdamaian. Dalam 
pelaksanaan hibah dan wasiat di 
kalangan masyarakat Bugis Bone 
dilakukan dengan jalan mempermudah 
kedua belah pihak, sehingga salah satu 
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tujuan hibah dan wasiat adalah 
mempermudah dalam peralihan hak 
seseorang. Dalam kaitannya dengan 
alasan masyarakat Bugis Bone 
melakukan hibah dan wasiat dalam 
peralihan harta adalah menghindari 
perselisihan, agar hartanya tidak jatuh 
kepihak lain, lebih mudah dan praktis, 
sehingga cenderung mengabaikan 
sistem kewarisan dalam Islam. Alasan 
demikain akan dirunut dalam 
penjelasan di bawah ini:   
1) Menghindari Perselisihan 
Pembagian harta warisan yang 
terkadang berakhir tragis dikalangan 
ahli waris disebabkan karena adanya 
sikap tidak menerima atas bahagiannya. 
Biasaya dalam Bugis Bone dikatakan 
sebagai Macoccong/Makella-kella, 
sehingga jalan pintas yang dilakukan 
oleh masyarakat Bugis Bone adalah 
pelaksanaan hibah dan wasiat sebagai 
solusi tepat untuk menghindari 
perselisihan dalam pembagian warisan. 
Hal demikian diungkapkan oleh 
seorang masyarakat Bugis Bone bahwa: 
pelaksanan hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Bugis Bone untuk 
menghindari perselisihan di antara para 
pewaris, hal demikian biasa terjadi 
dikalangan ahli waris yang berusaha 
mendapatkan warisan (Mangoa). 
Karena itu, pelaksanaan hibah dan 
wasiat menjadi salah satu alternatif 
dalam pemberian hak dari ahli waris. 
(Mahmud, 2016) 
Hal senada diungkapkan oleh 
pemerintah terkait bahwa: pelaksanaan 
hibah dan wasiat menjadi solusi dalam 
pemberian hak dari pewaris, hal ini 
untuk menghindari perselisihan diantara 
para ahli warisnya, karena sudah 
banyak kejadian banyak ahli waris 
saling bersiteruh bahkan sampai kepada 
pembunuhan akibat pembagian harta 
warisan yang menurutnya tidak sesuai 
dengan porsinya, ini disebabkan ada 
ahli waris yang ingin memiliki semua 
kalau bahasa bugisnya; 
macocong/makella-kellang, sehingga 
sebisa mungkin para pewaris 
mengantisipasi hal demikian, makanya 
banyak kalangan masyarakat Bugis 
Bone melakukan hibah dan wasiat 
dalam peralihan hartanya. (Abidin, 
2016) 
Dari penjelasan di atas, jelas 
kiranya tergambar bahwa salah satu 
alasan masyarakat Bugis Bone 
melakukan peralihan hartanya kepada 
sanak famili adalah untuk menghindari 
perselisihan pihak-pihak ahli waris, 
sehingga jalan atau solusi yang 
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ditempuh adalah melakuakan hibah dan 
wasiat.  
2) Harta tidak jatuh pihak lain 
Harta merupakan modal besar 
dalam kehidupan masyarakat di bumi, 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-
harinya. Harta dijadikan sebagai simbol 
keberadaan seseorang dalam ikhwa 
strata sosial, sehingga tidak heran kalau 
banyak orang berusaha untuk 
mendapatkan aset harta yang banyak. 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan 
hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Bugis Bone, ditempuh 
sebagai bentuk peralihan hartanya, 
keadaan ini menjadi subtansial dalam 
upaya pewaris untuk mengalihkan 
hartanya kepada ahli waris.  
Hal demikian diungkapkan oleh 
seorang masyarakat Bone bahwa 
pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Bugis Bone 
adalah untuk menghindari perpindahan 
harta pada pihak lain, biasanya ini 
dilakukan oleh pewaris untuk 
memberikan hartanya kepada pihak 
yang dianggap berjasa pada dirinya, 
contoh, seorang kakek yang sudah tua 
dan memiliki banyak cucu, namun 
diantara semua cucunya ada yang 
paling dekat disebabkan karena 
memelihara kakek, sehingga keadaan 
demikian membuat si kakek melakukan 
hibah dan wasiat untuk memberikan 
hartanya kepada cucunya demikian 
karena telah memeliharanya.(Tahir, 
2016)  
Keadaan demikian menjadikan 
hak progratif kepada kakek atas 
hartannya. Senada dikatakan oleh 
masyarakat Bone bahwa pelaksanaan 
hibah dan wasiat adalah jalan alternatif 
untuk memberikan hak seseorang 
kepada pihak yang dianggap memiliki 
peran besar, karena tidak semua ahli 
waris memiliki kedudukan yang sama 
kepada pewaris sehingga kadang 
pewaris merasa risau jikalau hartanya 
tidak jatuh kepada pihak yang dianggap 
banyak memberikan jasa kepadanya. 
(Kartono, 2016) 
Dari penjelasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa salah satu alasan 
masyarakat Bugis Bone melakukan 
peralihan harta dengan jalan hibah dan 
wasiat adalah untuk menghindari 
jatuhnya hartanya kepada pihak yang 
bukan diinginkan, makanya sebagai 
solusi adalah memberikan haknya 
dengan jalan hibah dan wasiat. 
3) Lebih mudah dan praktis 
Dalam hidup yang serba ada dan 
mencukupi maka memaksa manusia 
untuk hidup secara praktis dan instan. 
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Keadaan demikian membawa khasanah 
kepada masyarakat untuk selalu 
mempermudah hidupnya dalam bentuk 
apapun. Termasuk dalam pembagian 
warisan, masyarakat tidak mau ambil 
pusing dengan adanya pembagian 
warisan yang bertitik tolak pada 
ketentuan Undang-undang atau 
semacamnya, sehingga banyak 
kalangan membagikan hartanya dengan 
jalan musyawarah untuk mufakat, 
karena dianggap mudah dan praktis. 
Kondisi demikian juga terjadi pada 
masyarakat Kabupaten Bone dalam 
pelaksanaan hibah dan wasiat dianggap 
sebagai jalan untuk mempermudah 
peralihan harta warisannya kepada 
pihak-pihak yang dianggap patut untuk 
mendapatkan hartanya. Dalam suatu 
wawancara dilakukan dibeberapa 
masyarakat kabupaten Bone mayoritas 
mengatakan bahwa “pelaksanaan hibah 
dan wasiat dalam peralihan harta sangat 
praktis, tidak membutuhkan banyak 
pikiran, cukup diberikan sesuai dengan 
kesepakatan bersama dengan jalan 
wasiat ataupun hibah”. (Nurlis, 2016)  
Namun, sebagai perwujudan dari 
pihak pewaris atas kepemilikan 
hartanya, maka melakukan hibah 
sebagai bentuk hak progratifnya untuk 
memberikan hartanya sebahagian 
kepada cucunya/semacamnya diangga 
memiliki peran besar dalam hidupnya. 
Hal senada dikatakan oleh Bedduma 
bahwa “dalam pembagian warisan 
dengan jalan hibah dan wasiat adalah 
sangat praktis, kami tidak perlu repot-
repot menilai angka-angka, karena 
ditetapkan berdasarkan kemauan sendiri 
tergantung yang mana dianggap layak 
dan berjasa”. (Bedduma, 2016) 
Keadaan demikian menunjukkan 
bahwa salah satu alasan masyarakat 
Bugis Bone melakukan hibah dan 
wasiat dalam pemindahan hartanya 
adalah dianggap mudah dan praktis. 
Namun sedikit catatan bahwa dalam 
pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Bugis Bone 
tidak mengenal angka-angka, sehingga 
dalam pemberian hibah dan wasiat tidak 
memberikan batas maksimal 1/3 
tergantung kemauan dari pihak pemilik 
harta. Namun, keadaan demikian 
memberikan suatu kontribusi pemikiran 
bahwa dalam pelaksanaan hibah dan 
wasiat dikalangan masyarakat Bugis 
Bone menekankan pada hak progratif 
kepada pewaris dalam pemberian dan 
pengalihan hartanya.  
4) Tidak paham dengan Hukum Waris 
Islam 
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Hukum Islam sebagai hukum 
terapan bagi kalangan masyarakat 
Bugis Bone menjadikan masyarakat 
Bugis kewalahan. Kedudukan Islam 
sebagai agama yang dianut menjadikan 
masyarakat Bugis Bone untuk 
menerapkan hal demikian. Kaitannya 
dengan kewarisan Islam, wujud 
pelaksanaannya menjadi pertanyaan 
besar dalam penerapannya. 
Pengetahuan masyarakat tentang hukum 
kewarisan Islam sangat minim 
menjadikan penerapan hukum 
kewarisan Islam tidak terlaksana 
dengan baik. Hal ini disampaikan oleh 
seorang Imam Desa mengatakan 
bahwa: hukum waris Islam sebagai 
terapan dalam hukum di Indonesia 
menjadi hal yang tidak dilirik oleh 
masyarakat, dalam pembagian harta 
warisan banyak ditempuh dengan jalan 
hibah dan wasiat dikarenakan banyak 
dikalangan masyarakat Kabupaten Bone 
tidak paham dengan hukum waris 
Islam, keadaan ini menjadikan 
masyarakat banyak melakukan 
pembagian warisan dengan jalan hibah 
dan wasiat”. (Ashar, 2016) 
Hal senada dikatakan oleh 
masyarakat bahwa, “pembagian warisan 
dengan sistem Islam dengan 
menggunakan angka-angka dianggap 
hal rumit oleh masyarakat Bugis Bone, 
begitupula dengan hukum waris yang 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan tidak mampu dipahami oleh 
masyarakat karena banyak berbicara 
masalah angka pembagian yang sedikit 
rumit, sehingga jalan tengah yang  
diambil adalah dengan melakukan 
hibah dan wasiat tanpa terbatas. Dalam 
ketentuan pemberian hibah dan wasiat 
adalah maksimal 1/3 dari harta yang  
bersangkutan,  namun dikalangan 
masyarakat Bugis Bone tidak mengenal 
hal demikian, tergantung dari 
keinginkan pemberi hibah dan wasiat 
karena itu hak progratif darinya”. 
(Herianto, 2016) 
Penjelasan di atas, memberikan 
gambaran bahwa dalam pelaksanaan 
hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Bugis Bone dilakukan 
sebagai bentuk ketidak tahuannya 
dalam pembagian hukum waris Islam. 
Selain itu, dalam pelakasanna hibah dan 
wasiat tidak dikenal ketentuan batas 
maksimalnya, sehingga batasnya tidak 
ditentukan dalam angka, namun 
disesuaikan dengan ketentuan pemilik 
harta sebagai hak progratifnya.  
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Analsis Pelaksanaan Hibah dan 
Wasiat Masyarakat Kabupaten Bone 
dalam Hukum Islam 
Pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Bugis Bone 
dalam peralihan hartanya melakukan 
banyak hal. Penjelasan pada sub 
sebelumnya memberikan gambaran 
bahwa pelaksanaan hibah dan wasiat 
dilakukan dengan bentuk lisan dan 
tertulis. Aspek strategi pelaksanaan 
hibah dan wasiat dilakukan atas dasar 
kepercayaan, kejujuran, transparansi 
dan musyawarah. Dalam aspek alasan 
melakukan hibah dan wasiat dalam 
peralihan hartanya adalah menghindari 
perselisihan, ditakutkan hartanya 
berpindah kepada pihak lain, hibah dan 
wasiat dianggap mudah dan praktis dan 
ketidak tahuannya dengan hukum waris 
Islam. 
Pembagian atau pelakasanaan 
hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Bugis Bone sebagai 
langkah awalnya dengan jalan 
musyawarah untuk mufakat diantara 
pihak-pihak ahli waris untuk 
menghindari perselisihan. Pembagian 
harta warisan dilakukan dengan jalan 
perdamaian atas dasar saling rela dan 
menerima keputusan dari pemilik harta. 
Tujuan melakukan perjanjian 
perdamaian dalam jalan hibah dan 
wasiat adalah untuk mempertahankan 
kerukunan dan keutuhan keluarga, 
karena terkadang terjadi perselisihan 
mengenai harta yang berakhir dengan 
perpecahan keluarga. Selain itu, tujuan 
hibah dan wasiat dijalankan supaya 
tidak ada yang merasa dirugikan dari 
pihak-pihak tertentu, karena 
kenyataannya terkadang ada pihak yang 
lebih berpengaruh dalam hubungannya 
dengan pewaris. Makanya masyarakat 
Bugis Bone menganggap pembagian 
dengan jalan hibah dan wasiat adalah 
pembagian secara damai dan rela. Bila 
dipahami hal di atas sejalan dengan 
firman Allah swt., dalam QS. al-
Hujarat/49;10 bahwa: 
                
                     
Terjemahnya: orang-orang beriman itu 
Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) 
antara kedua saudaramu itu dan takutlah 
terhadap Allah, supaya kamu mendapat 
rahmat. (Kementerian Agama, 
2004:846) 
Kebolehan untuk berdamai dalam 
pembagian harta warisan juga diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 
183 yang berbunyi bahwa : Para ahli 
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waris dapat bersepakat melakukan 
perdamaian dalam pembagian harta 
warisan setelah semuanya mengetahui 
bagian-bagiannya”. Ini menunjukkan 
bahwa, dalam hukum Islam tetap 
mengedepannkan prinsip musyawarah 
mufakat. Dalam Islam perjanjian 
perdamaian seperti itu disebut takharuj 
atau tasaluh, yaitu tehnis penyesuaian 
dalam pembagian harta warisan karena 
adanay kesepakatan dari dua orang atau 
lebih ahli waris untuk menempuh 
praktik pewarisan di luar ketentuan 
syara’. (Sudarsono, 1992:354) 
 Dalam memahami ketentaun 
nash al-Qur’an dan hadis untuk 
diterapkan dalam peristiwa yang terjadi 
dalam masyarakat perlu diketahui 
dahulu tujuan Allah menentukan suatu 
hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk 
memahami redaksi suatu  nash 
terkadang dapat mengandung makna 
yang berbeda, sehingga untuk 
meluruskan pengertian yang dimaksud 
adalah dengan mengetahui tujuan 
pembentukan hukum syara’. 
Pelaksanaan hibah dan wasiat 
dalam pemindahan harta di masyarakat 
Bugis Bone sudah menjadi hal yang 
turun temurun dilakukan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah 
dan wasiat sebagai jalan peralihan harta 
adalah adat (al-urf) dalam masyarakat 
Bugis Bone. Islam juga mengakui adat 
(al-urf) sebagai sumber hukum Islam 
karena sadar dengan kenyataan bahwa 
adat telah memainkan peran penting 
dalam mengatur hubungan masyarakat. 
Hukum adat diakui sebagai hukum yang 
tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan 
sesuai dengan kesadaran hukum 
mereka. Oleh karena itu, Islam 
membiarkan hukum adat yang tidak 
bertentangan dengan prinsip akidah, 
tauhid dan tidak bertentangan dengan 
rasa kemanusian dan keadilan.  
Hal demikian dianggap sejalan 
dengan pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Bugis Bone 
dalam konteks strategi yang dilakukan 
dengan jalan kejujuran, transparansi dan 
musyarawah mufakat. Dalam aspek 
kejujuran dijelaskan dalm sabda 
Rasulullah saw., dalam Ibnu Umar 
bahwa:  
َاَنثَّدَح  ُدَمَْحأ  ُنْب  ٍنَانِس َاَنثَّدَح  ُرِیثَك  ُنْب  ٍماَشِھ 
َاَنثَّدَح  ُمُوثُْلك  ُنْب  ٍنَشْوَج  ُّيِرْیَُشقْلا  ْنَع  َبوَُّیأ 
 ْنَع  ٍِعفَان  ْنَع  ِنْبا  َرَمُع  َلَاق  َلَاق  ُلُوسَر  َِّ๡ا 
ىَّلَص  ُ َّ๡ا  ِھَْیلَع  َمَّلَسَو  ُرِجاَّتلا  ُنیَِمْلأا  ُقُود َّصلا 
 ُمِلْسُمْلا  َعَم  ِءَادَھُّشلا  َمَْوی  ِةَمَایِقْلا 
)742.:th.t,lbaniA-Al(  
Artinya:  Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Sinan berkata, telah 
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menceritakan kepada kami Katsir bin 
Hisyam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Kultsum bin Jausyan al-
Qusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 
Umar ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Seorang pedagang yang terpercaya, 
yang jujur dan muslim, maka kelak 
pada hari kiamat ia akan bersama para 
syuhada." 
Hadis senada dari Abu Sa’ad bahwa: 
َاَنثَّدَح  ٌداَّنَھ َاَنثَّدَح  ُةَصِیَبق  ْنَع  َنَایُْفس  ْنَع ِيَبأ 
 َةَزْمَح  ْنَع  ِنَسَحْلا  ْنَع ِيَبأ  ٍدیِعَس  ْنَع  ِ ِّيبَّنلا 
ىَّلَص  ُ َّ๡ا  ِھَْیلَع  َمَّلَسَو  َلَاق  ُرِجاَّتلا  ُقُود َّصلا 
 ُنیَِمْلأا  َعَم  َنِّیِیبَّنلا  َنیِقی ِّد ِّصلاَو  ِءَادَھُّشلاَو 
)1963:470,lbaniA -Al(  
Artinya: Telah menceritakan kepada 
kami Hannad telah menceritakan 
kepada kami Qabishah dari Sufyan dari 
Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu 
Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Seorang 
pedagangg yang jujur dan dipercaya 
akan bersama dengan para Nabi, 
shiddiqun dan para syuhada. 
Hal demikian menunjukkan 
bahwa pelaksanaan hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Kabupaten Bone 
dijalankan dengan jalan kejujuran 
sebagai pondasi utamanya. Adat 
sebagai ketentuan masyarakat Bugis 
Bone menjadi pondasi utama, ketentuan 
ade pengadere dalam masyarakat Bone 
dijadikan sebagai pranata sosial budaya 
serta prinsip hidup, sehingga tidak salah 
dikatakan kalau pelaksanaan hibah dan 
wasiat dikalangan masyarakat Bugis 
Bone adalah praktik adat sebagai 
pelengkapnya. Karena eratnya 
kaitannya antara hukum dan budaya 
sosial dalam konsep yuridis Islam 
dikenal kaidah atau prinsip ‘al-A’dah 
al-Muhakkamah yaitu; keberadaan adat 
dapat menjadi landasan suatu hukum 
sebagai manifestasi dari interaksi 
hukum Islam dengan realitas sosial 
masyarakat. 
 ‘Al-A’dah al-Muhakkamah atau 
al-‘Adah Syari’ah al-Muhakkamah 
(adat merupakan syariat syariat yang 
dihukumkan) dalam ushul fiqh 
bermakna bahwa adat (kebiasaan) 
merupakan variabel sosial yang 
mempunyai otonomi hukum Islam. 
artinya adat bisa mempengaruhi materi 
hukum secara proporsional. Hukum 
Islam tidak memposisikan adat sebagai 
faktor eksternal non imflikatif, namun 
sebaliknya, memberikan ruang 
akomodasi bagi adat. Kenyataan 
demikian inilah antralain yang 
menyebabkan hukum Islam fleksibel. 
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Sehingga dari kacamata sosial 
praktik sistem pelaksanaan hibah dan 
wasiat dikalangan masyarakat Bugis 
Bone dapat dianggap sah bagi 
masyarakat yang membudayakan, 
karena nilai-nilai yang pantas menurut 
masyarakat merupakan manifestasi hati 
nurani masyarakat tersebut dalam 
konteks kondisi lingkungan yang 
melingkupinya. Kondisi lingkungan 
yang berbeda pada masyarakat dengan 
masyarakat lainnya akan menyebabkan 
variasi pada nilai-nilai kepantasan yang 
dianut. Karena itu, tradisi pada suatu 
masyarakat bisa berbeda dengan tradisi 
pada masyarakat yang lain, selama 
tardisi demikian dianggap baik 
dikalangan masyarakat dan tidak 
bersebrangan dengan syariat Islam. 
Olehnya itu, dalam pelaksanaan 
hibah dan wasiat dikalangan 
masyarakat Bugis Bone dalam 
peralihan harta dengan menganut sistem 
hibah dan wasiat dilakukan atas dasar 
adat/kebiasaan yang secara proporsional 
sejalan dengan hukum Islam dengan 
berdasar pada ‘Al-A’dah al-
Muhakkamah atau al-‘Adah Syari’ah 
al-Muhakkamah.  
Kesimpulan 
Bentuk hibah dan wasiat 
dikalangan masyarakat Bugis Bone 
yaitu dengan menggunakan lisan dan 
tertulis.  Strategi masyarakat Bugis 
Bone dalam hibah dan wasiat adalah 
sistem kepercayaan, kejujuran, 
transparansi dan musyawarah dalam 
mencapai mufakat.  
Alasan dalam pelaksanaan hibah 
dan wasiat dikalangan masyarakat 
Bugis Bone adalah menghindari 
perselisihan dikemudian hari, 
ditakutkan hartanya berpindah ke pihak 
lain, praktis dan mudah dan ketidak 
pahamnya dengan sistem kewarisan 
Islam. 
Dari pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa alasan masyarakat 
Bugis Bone melakukan hibah dan 
wasiat sebagai jalan dalam melakukan 
peralihan harta adalah menghindari 
perselisihan, ditakutkan harta miliknya 
menjadi milik orang lain, dianggap 
mudah dan praktis dan ketidak 
tahuannya dengan hukum kewarisan 
Islam sehingga mengambil aletrnatif 
hibah dan wasiat. 
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